
Daerah Swarantra Tk I I se-Sulawesi (Lernbaran Negara RI Tahun 1959 

Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 1822): 

Undanu - Undanu Nomor 29 Tahun ! 959 tentanu Pembentukan Daerah- o ~ ....... I. Menuinuat O b 

Pemerinrah Kabupaten Konawe 

Pembenrukan Unit Kerja Pengadaan Barang clan Jasa di Lingkungan 

tenranu 0 Bupati Konawc dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kabupaten/Kota; 

b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No I 12 

Tahun 2018 rentang Pernbenrukan Unit Kerja Pengadaan Barang clan Jasa 

Pernerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota mengamanarkan Gubernur clan Bupati/Walikota 

mernbentuk I (Satu) Unit Kerja Penggadaan Barang clan Jasa (UKPB.l) 

Provinsi clan Kabupaten/Kota; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnak sud dalarn huruf a 

bahwa unruk menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 ava: (I) Peraturan 

Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pernerintah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (I) Peraturan 

Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengaclaan Ba rang clan Jasa, 

mengarnanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang clan Jasa 

Pernerintah di lingkungan Pernerinrah Daerah Provinsi dan 

a. Menimbang 

BUPATI KONAWE, 

OENGAN RAH MAT TUHAN YANG [YIAHA ESA 

TENT ANG 
Pl1:MBl~NTUKAN UNIT KERJA PENGAOAAN BARANG DAN .JASA 

DI LINGl(UNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR 39 TAHlJN 2019 

BUPATI KONAWE 
PROVINS I SULAWESI TENGGARA 

... 



Nornor 33), 

12 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor l '.20 Tahun 2018 Teniang 

Perubahan Atas Paraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 80 Tahun 201:; 

5887); 

11 Peraturan Presiden omor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Ba rang Dan 

Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

2. Undang-Undang omor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan egara 

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepoiisme (Lernbar 

Negara Republik lndone ia Nomor 75 Tahun 1 ()99); 

3. Undang-Undang , lomor 17 Tahun 1003 tentang Keuangan legara 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4\ Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor \ Tarnbahan 

l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang - Undang ornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan Publik 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No111or I 12. Tambahan 

Lernbaran Negara omor 5038); 

6. Undang-Undang omor 12 Tahun 201 I tentang Pernbentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234 ); 

7. Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No111or 24A,Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 reniang Pemeriniahan 

Daerah (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015, Nornor 58, 

Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nornor 5679): 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 26 Tahun 200--t Tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kendari Men_jadi Kabupaten Konawc 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103): 

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 27 Tahun 2014 rentang 

Pengelolaan Barang lilik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 omor 92): 

IO Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkar Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

l Penuadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang 

clan Jasa adalah kegiatan pengadaan/Jasa oleh Perangk at Daerah yang dibiavai oleh 

APBN'APBD yang prosesnya sejak identifikasi k ebutuhan sampai dengan scrah terim a 

hasil pekerjaan: 
2 Pemcri nrnh Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemeri nrahan Daerah yang 

mcrn impin pclak sanaan urusan Pcmcrintahanvnng mcnjadi kcwcnanuan dacrah otonorn: 

3 Bupati adalah Bupati Konawe; 

Pasal I 

BABI 

KETENTUAN UM UM 

PERA'T'LJRAN liUPATI TENTANG PEl'vtBENTUKAN UNIT KER.IA 

PENGADAAN BARA NG DAN JASA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

Menctapkan 

MEMUTlJSKAN 

Persetujuan Gubernur ulawesi Tenggara melalui Surat Sekretaris Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 061 /845 Tahun 2019 Tanggal 7 

Fabruari 2019 tentanu Rekomendasi dan Persetujuan Pembentukan Unit 

Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe 

Memperhatikan 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767): 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174): 

15. Peraturan Bupati Konawe Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Konawe, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 

Nomor 233): 



UKPBJ adalah lJKPBJ Kabupaten Konawe yang menjadi pusar keunggulan pengadaan 

barang dan Jasa. 

11. Kep a l a UKPB.J adalah Pimpinan UKPBJ Kabupaten Konawe yang menjalankan iugas 

tertentu tcrkait proses pcnuadaan barang dan Jasa di Kabuparen Konawe.; 

l 2. Apa rat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjurnya disebut A Pl P. adalah A Pl P 

Kabupatcn Konawe yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan 

evaluasi, clan kegiatan pengawasan lain ter hadap penyelenggar aan tugas dan fungsi 

pernerintah ; 

I :1. Kel ornpok Kerja Pcrnilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemi lihan adalah sumber daya 
manusia yang diretapk an pimpinan UKPB.J untuk mengelola pemilihan Pcny edian 

pengadaan barang dan Jasa; 
14. Agen Pengadaan adalah UKPB.J atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau 

seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkar 

Daerah sebagai Pihak Pemberi Pekerj aan; 
15. Penyeclia Barang clan Jasa yang selanjutnya disebur Penyedia adalab Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang dan Jasa berdasarkan kontrak ; 

16 l.ayanan Pengadaan Secara Elekironik adalah layanan pengelol aan i eknol ogi inform asi 

untuk mcrnfasilitasi pclak sanaan pengadaan barang clan Jasa sccara elektronik 

IO Unit Kerja Pcngadaan Barang dan Jasa yang selanjurnya disingkar UKPBJ denuan 

4 Pcrangk at Dacrah adalah Pcmbantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

dalam penvcleuggaraan urusan Pernerintahan y<111g menjadi kewenangan Daerah 

5 Sekrctariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe; 

6 I .cmbaga Kebijak an Pengadaan Barang dan Jasa Perncrinrah yang se lanjurnya 
disingkat LK PP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan 

merumuskan kebijakan pengadaa.n barang dan Jasa pemerintah; 

7. Pcngguna Anggaran yang selanjutny a disebut PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah: 

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang sel anjutnva disingk at KPA 

adalah pcjahru ya11g diheri kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pcngguua 

anggaran dalarn melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah: 

9 Pejabat Pembuat Korni rmen yang selanjurnya disebut PPK adalah pejabat yc111g diberi 

kewcnangan oleh PA/PKA untuk mengambil keputusan dan arau melakukan tindakan 

yang dapat mcngak ibark an pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah; 



Pelaksanaan fungsi pengelolaan penzadaan barang dan Jasa m el iputi: 

a. I nventarisasi paket pengadaan barang dan .lasa. 

b. Pelaksanaan riser dan analisis pasar barang dan Jasa; 

c. Penyusunan strategi pengadaan barang dan Jasa; 

d Peny iapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen penclukung lainnya 

clan informasi yang dibutuhk an: 

Pasal 4 

(I) Dalarn rangka pelaksanaan tugas di UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), 

U KPBJ mempunyai fungsi: 

a. Pcngclolaan pengadaan barang dan Jasa; 

b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 

c. Pernbinaan Surnber Daya Mc111Usia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Pcl ak sanaan penclarnpingan, k onsultasi. clan at au bimbingan teknis pengadaan harang 

clan Jasa: 

e. Pelak sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsinya. 

(2) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan; dan 

(3) Ketentuan mcngenai Agen Pengadaan diatur dalarn Peraruran Lembaga Kebijak an 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Pasal 3 

( 1) Dcnuan Perat uran Bupati ini dihentuk Unit Kcria Pcngadaan Baranu dan Jasa di 

l.i nukungan Pernerintah Kabupaten Konawe. 

(2) lJKPB.I mernpunyai tugas menyelengarakan dukungan pengadaan barang dan Jasa di 
Lingkungan Pem er intah Kabupaten Konawe: 

(3 ). lJKPB.I diintegrasikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten 

Konawe. 

BAB II 

PF:MBENTUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 



b. Pengelol aan kelembagaan UKPB.l anrara lain narnun tidak terbatas pada pengel olann dan 

pengukuran tingkai kematangan UKPBJ pelaksanaan analisis beban kerj a, pengelolaan 

person el dan pen gem bangan sistem insentif; 

c Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan Jasa perner intah; 

d Pengelolahan manajernen pengadaan barang dan Jasa pernerintah, dan 

c. Pembinaan huhungan dengan para pernangku kepentingan. 

Pelak sanaan fungsi pernbinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Rarang 

dan Jasa mcliputi: 

a. Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah rerutarna Personel 

UKPB.1 

Pasal 6 

(I). Pcl aksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi: 

a Pcngclolaan seluruh sisrem informasi pengadaan barang clan Jasa clan infrastrukrurnva: 

b Pclak sanaan reuistrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan 

ha rang da n Jasa; 

c. Pcngcmbangan sistern informasi yang dibutuhkan oleh pernangku keperu ingan; 

d Pelayanan informasi pengadaan barang dan Jasa pernerintah kepada m asvarak at luas: 

e. Pengelolaan informasi k ontrak; 

f Mengumpulbin clan mendokumentasikan data barang dan Jasa hasil pcngadaan: dan 

g. Mcngclola informasi manajernen barang dan Jasa hasil pcnuadaan 

(2) Keteruuan mcngenai fungsi pengelolaan lavanan penuadaan secara elekrronik diarur 

dalam Per aturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pern erinrah. 

Pasal 5 

·. 

c. Pclaksanaan pernilihan penyedia barang dan Jasa; 

I' Penvusunan dan pengel olaan katalog elektronik lokal/sek toral, 

g Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang clan .lasa pernerinrah: dan 

h Membantu percncanaan dan pengelolann k ontrak pengadaan barang dan .lasa 

ncmeri ntah 



Bupati: 

(I) Pcrangk at Organi sasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas 

n Kepala UKPB.J. 

b. Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 

c. ( Jnit Kerja Pengelolaan I .ayanan Perigadaan Secara Elektromk: clan 

d Unit Kerja Pembinaan clan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

(2). Kepala lJKPBJ mempunyai tugas dan kewenangan: 

a. Mernirnpin dan rnengonrdinasikan seluruh UI1it kerja untuk melaksanakan rugas clan 

fungsi UKPBJ: 

b. Mcni nukatk an pcl av anan penuadaan bar aru; dan Jasa dengan mcnvercnuuaraknn 

Siandar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pok ok dan t'1111gsi di 

liugkungan lJKPB.I clan mcnsosialisasik an k epada seluruh pemangku kepem ingan 

UKPB.1: 
c. Memclihara kcpatuhan Pcrsonel UKPB.l kepada Koclc Erik Pcrsonel UKPBJ, 

d iv1engoorclinasik,in secara langsung pelak sanaan tugas dan fungsi UKPR.l k epada 

P/\/KPA/PPK; 

e. Meny usun program kerja dan anggaranUKPBJ: 
r Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang clan .lasa di UKPBJ clan melapork an 

apabila ada peny irnpangan dan atau inclikasi penyirnpangan. 

g Menvarnpaikan laporan periodik seluruh k egiatan pengadaan barang dan .l~1sz1 kepada 

BAB Ill 

ORGANISASI 

Pasal 8 

c Bi mbingan ickni s. pcdampingan, dan atau konsultasi penggunaan sistern informasi 

pcngadaan banrng dan Jasa mcliputi SIRUP, Si>SE, E-lrntalog, E-rnoncv. SI KAP. 

Pclak sanaan fi1ng,;i pcdarnpingan.konsultasi dan arau bimbingan tcknis pcngadaan barang dan 

.iasa yang me liputi 

a Bi mbi nuan tck ni s, ucdampinuan. elem atau konsulrasi proses penuadaan baranu dan Jasa 

di Pcmerintab Daerah dan Desa: 

h Birnhingan teknis, pcdampingan, dan atau konsultasi substansi hokum di bidang 

pcngadaan barang clan Jasa clan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui rnediasi: 

dan 

Pasal 7 



a. Menyelenggarakan sistern inforrnasi dan transaksi elektronik pengadaan barang dan 

Jasa melalui SPSE; 

b. Membantu pelayanan pengadaan barang dan Jasa secara elektronik rermasuk 

SIRUP,e-katalog, SIKAP, SPSE & Perubahannya; 

c. Memandu pelaksanaan registrasi dan melaksanakan verifikasi pengguna seluruh 

sisrern informasi yang clibutuhkan UKPBJ: 

d. Melaksanakan pengembangan sistem infonnasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; 

e. Memberikan pelayanan informasi pengadaan barang dan Jasa kepada m asy arak at luas: 

dan 

f Melaksanakan fungsi informasi manajemen aser. 

(5) Unit Kcria Pcmbinaan dan Advokasi Pengadaan Bararuz dan Jasa rnernpunvai tuuas 

a Melaksanak an pengelolahan kinerja pengadaan barang dan Jasa: 

b Mengembangkan kapasitas kelembagaan pengadaan barang dan Jasa; 

c. Melaksanakan fasilitasi dan pernbinaan Sumber Daya Manusia 

(:; ) 

h Mcmbentuk I mcmbubarkan Pokia Pemilihan dan menetapkan I menernparkan I 

rnern iudahk an Auggora Pokja Pemilihan: dan 

Menugask an Personel lJKPB.J yang mernpunyai k ompeten si di bidang pengadaan 

barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di 

saruan keria/organisasi peranukat daerah aras permintaan PA/KPA. 

Unit Kcrja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 

a. Menyusun strategi pengadaan yang meliputi: 

I. lnventarisasi paket pengadaan barang dan Jasa; dan 

2. Pelaksanaan riset pasar barang dan Jasa; 

b. Melaksanakan pemilihan penyedia barang dan Jasa melalui tender, selek si, 

penunjuk an langsung, dan atau pengadaan langsung: 

c. Melak sanakan pemilihan penyedia barang dan Jasa melalui mekanisme Ker.lasama 

Pemerintah dengan Sadan Usaha (KPBU): 

d Melaksanakan pemilihan penyedia barang dan Jasa yang dananya bersumber dari 

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN): 

e. Melak sanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengaclaan barang dan Jasa: 

f Melaksanakan pemilihan penyedia barang dan Jasa dalam katalog elekrronik 

sektoral; clan 

.u, Mercncanakan dan rnelaksanakan kontrak penuadaan barang/ Jasa bani Kantor/ 

Lembaga/ Dinas/ lnstansi yang tidak rnempunyai Sumber Daya Manusi a yang 

berk ompeten. 

(4). Unit Kerja Pengelolaan l.ayanan Pengadaan Secara Elektronik rnempunyai tugas: 



c. Pcrsoncl selain vanu dimaksud oada huruf a dan huruf b vanu ditetapk an dcnuan 

Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang. 

(2). Personel UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas pejabat adminisrrasi 

dan atau peiabat fungsional; 

(3). Personel yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawa: tetap di UKPBJ clan bukan 
pegawai yang bersifat adhoc dari unit kerja lain diluar U KPBJ: 

(4) Personel yang bertugas di UKPBJ wajib mempunyai kompetensi di bidang pengadaan 
bararuz dan .lasa perncr intah, kccuali personel yang bcrtuuas sebauai Penuelo!a I.avanan 

Pengadaan Secara Elektronik, Staf Pendukung dan Staf Pelaksana Administasi; 

(5). Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan Jasa dan fungsi 

penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral dibentuk Tim Kerja yang 

diisi oleh Anggota Pok_ja Perni lihan; 
(6) .Jumlah Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan 

penyedia barang dan Jasa, 

(7). Anggota Pokja Pemilihan berjurnlah ga al, paling sedikit berjumlah J (riga) orang dan 

dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pek erj aan; 

(8). Pcrsonel yang bcrtugas melaksanakan pern ilihan penyedia barang dan Jasa dilarang 

merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan 

a. Perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksa hasil pek erjaan, dan layana n 
penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan Jasa pada paket yang sama; dan 

b Pengelclaan layanan pengadaan secara elektronik 

(I). Pegawai UKPBJ rerdir iatas: 

a. Aparatur Sipil Negara: 

b. Personel Pokia Pemilihan UKPBJ; 

Pasal 9 

BAB TV 

KEPEGAWAIAN 

d. Membcrikan pclayanan hukum bagi Personel UKPBJ; 

c Melak sanakan fasilitasi/bimbingan teknis dan atau pelatihan; dan 

f Melak sanak an konsultasi dan arau pendampingan terrnasuk pernher ian rekomendasi 
(6) Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang Koordinator yang rnenjabat secara ex-officio. 

17) Sclain unit keria struktural, di UKPB.J dapat dibantu Kelornpok Jabatan Fungsional. 
\ • 



UK PB.I men jalin hubungan k crja dcngan unit kcria yang rcrkair dalam rangka pclaksanaan 

tugas dan fungsi UKPBJ. 

BAB VI 

TATA KER.IA 

Pasal 13 

UK.PB.I rneningkatkan k ornpetensi seluruh personelnya rnelalui pendidikan formal clan non 

formal sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 12 

(I). Personel yang bertugas di UKPBJ berhak menenma tunjangan dan honorarium yang 
besarnya sesuai kernarnpuan keuangan daerah dengan rnemperhatikan beban,. kondisi. 

resiko, dan atau prestasi kerja; 

(2). Tunjangan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) terdiri aras runjangan jabatan clan 

tunjangan kinerja; 

(3) Tunjangan clan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Pasal 11 

Personel vang bertugas di lJKPBJ berhak mendapatk an jenjang karir struktural atau 

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 O 

BAB V 

KARIR TUN.JANGAN HONORARIUM 

PENDlDlKAN 

I • 

(9) Pcrsoncl yang bertugas melaksanakan bimbingan tcknis, pendampingan dan atau 

k onsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan atau pengelolaan kontrak 
dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui 

mediasi pada paket yang sarna 



Kepal a UKPB.J: 
(2) Koordinaror Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elekrronik wajib 

meniudaklanjuri laporan perrnasalahan Pokja Pemilihan dan segera mcmberikan solusi 

kepada Pokj a Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemi!ihan penyedia barang clan Jasa, 

dengan tembusan kepada Kepala UKPB.J. 

(I). Dalarn ha! rerjadi perrnasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan sccara clekrronik, 

maka Pokja Pemil ihnn melaporkan permasalahan rersebur kepada Koord in ator Unit 

Kerin Pcnuelolaan Lavanan Penuadaan Secara Elektronik dcnuan tcmbusan kcpada 

Pasal 17 

Kepala UKPBJ mcnugaskan /\nggota Pokja Pemilihan unruk rne laksanakan ft1nµ.si 

,, pelaksanaan pemilihan penvcdia barang dan Jasa dan fungsi penyusuu an clan peugclolaan 

katalog elektronik lokal/sektoral. 

Pasal 16 

(I). Pembentuk an Pokja Pemilihan dan penetap an Anggota Pokja Pemi lihan ditentukan 

bcrdasarkan kebutuhan dan beban kerja pernilihan penyedia barang dan Jasa: 

(2) Anggota Pokja Pcmilihan dipiridahk an k e Pokja Pemilihan lain sccara bcrkala unruk 

menghindari perrcnrangan kepentingan. 

Pasal 15 

menempatkan I memindahkan Anggota Pokja Pemilihan 

(1). Kcpa!a UKPB.1 mcnugask an Personel UKPBJ ym1g mempunyai kompetensi di hidang 

pengadaan harang clan Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan 
langsung disatuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PAIK PA. 

I 
I menetapk an d?ln Pemilihan rncm benruk/rnem bu bark an UKPB.1 (2) Kcpala 

( l) Kcpala UK PB.I berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka 
pelaksanaan tugas clan fl .. ingsi UKPB.J . 

' 

Pasal 14 



• 

(I) UKPB.I menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ; 

(2) Kode etik ditetapk an oleh Bupati; 

BAB VII 

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL 

Pasal 23 

UKPBJ menvusun dan menyampaikan laporan pcriodik seluruh kcuiatan pcnuadaan baranu 

dan Jasa kepada Bupati dan LKPr' 

Pasal 22 

UKPBJ menial in hubungan keria dan koordinasi dengan LKPP. 

Pasal 21 

.. 

Seluruh pcrsonel yang melak sanakan rugas di lingkungan UI<PB.J melaksanakan rugasnva 
secara professional sesuai kompetensinya clan independe n serra dilarang sal.n ; 

mempengarum sesuai Tujuan. Kebijakan, Prinsip, dan Eti k a Pengadaan Barang dan Jasa 

Pcmcr i 111 ah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan di bi dang pengadaan 

barang clan Jasa perrierintah 

Pasal 20 

Kcpala UKPB.J menvampaikan seluruh data dan informasi hasil kegiatan UKPBJ kepada 
Koordinator Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk 

didok urrient asik an clan dikelola 

Pasal 19 

Pokja Pcmil ihan yang melaksanak an pemilihan penycdia baning da n Jasa menvampaikan 

hasil pemilihan penvcdia barang dan Jasa kepada P.J.\/KPAIPPI, yang akan memanfaatk an 

baranz clan Jasa yang diadak an, dengan tembusan kepada Koordinator Unit Ker ia 

Penuelolaan Penaadaan Barang dan Jasa dan Kepala UKPB.J. 

r 

Pa al 18 



Hal-ha! lain yang bclum diatur atau tidak cukup diatur dalarn Peraturan Bupati Konawc ini yang 
dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan arau kewajiba n 

Kepala Unit, Pejabat dan staf dilingkungan UKPBJ akan diatur kernudian, atau dapat berpedornan 

pada paraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

BABIX 

KETENTUAN LAIN 

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belania Daerah clan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak rnengik ar. 

BAB VlTI 

PEMBIAYAAN 
Pasal 25 

Prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku 

Prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapk an oleh Sekretaris 

Prosedur disusun sesuai keburuhan pelaksanaan tuuas dan funus: (2) Standar Operasional 

UKPB.I 

(3) Standar Operasional 

Daerah ; 

(4) Stanclar Operasi onal 
: 

kepentingan UKPB.l 

(l) Untuk meningkatkan rransparansi, akuntabiltas dan mengurangi rerjadinva intervensi 

pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ maka wajib disusun Standar Operasional 

Proseclur pelaksanaan tuzas dan fungsi di lingkungan UKPBJ: 

Pasal 24 

(.'i) Maielis Pertimbanaan Kode Etik UKPBJ dibantu ol eh Sekrerariat Majeli s 

Pertimbangan Kode Etik UKPB.I yang berkedudukan pada Inspektorat Daer ah: 

(6). Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ berasal dari unsur lnspektorat. 

0) Kode crik bcrisi kctentuan tentang kewaj iban, larangan, pembenrukan Majelis 

Pertimbangan Kode Ftik lJKPBJ, dan prosedur penegakan Kode Etik Personel UKPB.l 

(4) Pcrsonel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik UKPBJ berjurnlah gasal yang terdiri dari 

unsur lnspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang 
hukum: 

.. , 



• Unaaha 
. II ~7iolflW/L. 2019 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

Unaaha 
• 11 M'ietnMI. 20 l 9 

Ditetepkan di 
Pada Tanggal 

p 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan peraturan Bupati 1n1 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

BABX 

PENUTUP 

Pa al 27 
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